
`              .                I.         ..

BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    168    TAHUN   2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAII BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   :  a.  bahwa   pembangunan   nasional,    khususnya   pembangunan
berbagai   fasilitas   untuk   kepentingan   umum   memerlukan
bidang   tanah  yang  cukup   memadai   dan   untuk   itu   perlu
dilakukan dengan sebaik - baiknya;

b.    bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengadaan
tanah     bagi     pembangunan    untuk    kepentingan    umum
diperlukan   tanah   yang   pengadaarmya   dilakukan   dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan adil;

C. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
pada   huruf   a   dan   hurut   b,   perlu   menetapkan   dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat     :  1.   Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun   1960  tentang  Peraturan
Dasar   Pokok  -   Pokok  Agraria   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun    1960   Nomor    104,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.   Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999  tentang Pembentukan
Propinsi    Irian   LJaya   Tengah,    Propinsi   lrian   Jaya   Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan  Kota  Sorong  (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun  1999 Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) ;

3.   Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2001    Nomor    135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)   sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021  tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang
Nomor 21  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi Provinsi
Papua    (Lembaran    Negara   Republik  Indonesia   Tahun  2021
Nomor  155,  Tambahan  I€mbaran  Negara  Repubhik  Indonesia
Nomor 6697);
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4.   Undang  -  Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan
Tanah    Bagi    Pembangunan    Untuk    Kepentingan     Umum
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2012  Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5280) ;

5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara  Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5587),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  -
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Cipta  Kelja  men].adi  Undang  -  Undang   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6.   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

7.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun  2022  tentang Pembentukan
Provinsi  Papua Tengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804) ;

8.   Peraturan      Pemerintah      Nomor   27   tahun   2014   tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah   (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9.   Peraturan      Pemerintah      Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Norrror 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 6322);

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2023       Tentang
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun  2021
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk    Kepentingan    Umum    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2023   Nomor   102,   Tambanan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6885) ;

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1781);

12.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Ilembaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
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13.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor   1  Tahun  2025
tentang  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun
Anggaran  2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun
2025 Nomor  1);

14.   Peraturan  Bupati  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun   Anggaran   2025   (Berita   Daerah   Kabupaten   Mimika
Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSEN :
Menetapkan   :

KESATU           :

KEDUA

KETIGA

KBEMPAT        :

Penetapan  Lokasi Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk
Kepentingan   Umum   di   Kabupaten   Mimika   Tahun   Anggaran
2025, sebagainana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Lokasi    pengadaan    tanah    sebagaimana    dimaksud    Diktum
KESATU Keputusan ini adelah sebagai berikut :
1.  Pengadaan Tanah Balai Ifatihan Kerja (ELK)

( 4°29'4o"S  136°5l'08"E )
2.  Pengadaan Tanah Balai Benih Ikan (881)

( 4°27'22"S  136048"32"E )
3.  Pengadaan Tanah TK Negeri Jalan Anggrek

( 4°34'o5"S  136°53'37"E )
4.  Pengadaan Tanah puskesmas Perintis

( 4°33'o2"S  136°52'35"E )
5.  Pengadaan tanah puskesmas SP 9
6.  Ganti Rugi tanah Pasar SP2 (akimaryam)

( 4°3o'46"S  136°50'50"E )
7.  Pelebaran jalan jile ale -Kwamki lama
8.   ( 4°30'29"S  136°53'25"E )
9.  Gan'ti fugi jalan kijang SP2 ( H. Totok )

(   4°30'53.28"S  136°50'34.80"E )
10.   Ganti rugi tanah pemakaman SP1 (masuk area pagar Pemda)

( 4°36'1o"S  136°51'30"E )

Biaya yang diperlukan sebagal akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  Anggaran  2025  melalui  Dokumen
Pelaksana  Anggaran  Dinas  Perumahan  Kawasan  Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Mimika.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
padatanggal,19 Mei  2025

BUPATI MIMIRA,
ttd

LJollAr\INEs RETTOB
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Mimika  di

Timika;
8.   Kepala Dinas Perurnahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab,Mimika

di Timika;
9.   Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksan.akan.


